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TARIF PELAYANAN

RUMAH SAKIT

TENTANG

KESEHATAN KELAS III PADA

UMUM DAERAH ENDE

Menimbang .4.

b.

C.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE.

bahwa dengan ditetapkannya RSUD Ende sebagai BLUD

maka pendapatan RSUD Ende sebagai balas jasa atas

pelayanan kesehatan tidak lagi dikategori sebagai Retribusi

Daerah;

bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor

44 Tahun 2AOg tentang Rumah Sakit menyebutkan bahwa

besaran tarif kelas III Rumah Sakit yang dikelola oleh

Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

bahwa sesuai Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun

2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28

Tahun 2OLG tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Presiden Nomor 12 Tahun 2otg tentangJaminan Kesehatan,

BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada Fasilitas

Kesehatan Rujukan Tingkatan Lanjutan berdasarkan cara

Indonesia Case Based Groups (INA - CBG's);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas

III pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende;

d.

1. Pasal 18 ayat (61 UndaXg-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945f
Mengingat



2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Da1am Wilayah

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1958 Nomor L22, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang Rumah

Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5072l;'

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2A* Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor I Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A14 tentang

Pemerjntahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2413 tentang

Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 29lr sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28

Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Presiden Nomor t2 Tahun 2OL3 tentang Jaminan

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 62);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015

tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016

tentang Standar Tarif Peiayanan Kesehatan Dalam

Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peratrrran Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan

Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

(Berita Nesara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442/

3.

4.

6.

7.

5.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE

dan

BUPATI ENDE

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF PELAYANAN
KESEHATAN KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH ENDE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Da-lam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.

3. Bupati adalah Bupati Ende

4. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Ende selanjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende.

5. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan
peiayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayarran
rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat.

6. Rumah Sakit Umum Daerah Ende yang selanjutnya disingkat RSUD Ende adalah
Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Ende.

7. Direktur RSUD adalah Direktur Rumah sakit umum Daerah Ende.

8. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap
Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.

9. Tarif Pelayanan Kesehatan adaiah pungutan yang dibebankan kepada subyek
tarif sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah
Sakit.

10. Indonesia Case Based Groups yang selanjutnya disebut INA-CBG's adalah sistem
pengelompokan penyakit berdasarkan ciri klinis yang sama dan sumber daya
yang digunakan dalam pengobatan.

11. Tarif Indonesia Case Based Groups yang selanjutnya disebut tarif INA-CBG's
adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas
Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan
kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur.

12. B.adan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang seianjutnya disingkat
BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk
menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

13. Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III adalah besaran biayayang harus dibayar oleh
pengguna jasa pelayanan kesehatan kelas III, digunakan dalam kegiatan
peiayanan kesehatan yqng dibebag|<an kepada subyek tarif sebagai imbalan atas
jasa pelayanan yang ditenmanya/



14. Penjamin adalah instansi/lembaga/Badan Hukumlseseorang sebagai

penanggungjawab atas tarif pelayanan kesehatan terhadap seseorang yang

menggunakan / mendapatkan pelayanan Rumah Sakit.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengaturan pelayanan kesehatan di RSUD Ende untuk menjamin mutu dan

aksesibilitas serta keberlangsungan penyelenggaraan kesehatan sesuai standar yang

ditetapkan agar masyarakat, pemberi pelayanan dan pengelola RSUD Ende dapat

terlindungi dengan baik.

Pasal 3

Trrjuan pengaturan pelayanan kesehatan dalam Peraturan Daerah ini adalah :

a. terwujudnya masyarakat di daerah yang sehat dan produktif secara sosial dan

ekonomi;

b. memberikan landasan hukum dan transparansi atas tarif layanan kesehatan

kepada masyarakat;

c. meningkatkan pengembangan dan mutu pelayanan kepada masyarakat;

BAB III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 4

(1) Nama Tarif adalah tarif pelayanan kesehatan kelas III.

(2) Obyek Tarif pelayanan kesehatan Kelas III adalah obyek tarif sebagaimana

ditetapkan Menteri Kesehatan sesuai Sistem tarif INA-CBG's.

(3) Subyek tarif adalah orang perorallgan atau pihak penjamin yang menggunakan

atau memberikan jaminan pelayanan kesehatan kelas III.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 5

(1) Pembiayaan pelayanan kesehatan ditanggung bersama oleh Pemerintah,

Pemerintah Daerah, Perorangan penerima layanan dan/atau penjamin

(2) Besarnya biaya pelayanan Kesehatan Kelas III bagi peserta dengan jaminan
kesehatan sebesar Tarif Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri

Kesehatan dengan Sistem tarif INA-CBG's.

(3) Dalam hal terjadi perubahan tarif dengan sistem INA-CBG's sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan Menteri

dengan sistem INA-CBG's baru yang dite
, menyesuaikan dengan tarif
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obyek tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (21 bagi Penerima Bantuan Iuran
(PBI) dibebankan pada APBD Kabupaten pada Tahun Anggaran berjalan.

(5) Bagi pasien yang belum menjadi peserta dengan jaminan kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2J diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 6

(1) Dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, RSUD dapat
melakukan kerjasama dengan pihak ketiga termasuk pihak penjamin sesuai
dengan ketentuan peraturarl perundang-undangan yang berlaku.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang kerjasama dengan pihak penjamin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Perjanjian/Kontrak yang dilaksanakan oleh
Direktur dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGURANGAN DAN KERINGANAN BIAYA

Pasal 7

(1) Keringanan atau pengurangan biaya pelayanan kesehatan yang menggunakan
Surat Keterangan Tidak Mampu dan/atau pasien terlantar dapat diberikan oleh
Bupati atas pertimbangan Tim kendali mutu dan kendali biaya

(2) Tim kendali mutu dan kendali biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai
oleh pejabat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ende.

(3) Tim kendali mutu dan kendali biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (21

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Biaya jasa pelayanan terhadap pasien yang tidak mampu yang diberikan

keringanan atau pengurangan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat keanggotaan, fugas, jangka waktu
keanggotaan tim kendaii mutu dan kendali biaya sebagaimana dimaksud. pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB \rII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1) Pembinaan dan pengawasan RSUD dilakukan oleh Bupati yang secara teknis
dilakukan oleh Dewan Pengawas.

(2) Sifat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat peranane 
/I



(3) Dewaa Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dapat ditetapkan oleh

Bupati bila Rumah Sakit telah memiliki :

a. Nilai aset menurut neraca, paling sedikit Rp 75.000.000.000,- ( ttuh puluh

lima miliar);

b. Realisasi nilai amzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun

Terakhir paling sedikit Rp 15.OOO.OOO.OOO,- {linaa belas rniliar}.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peratu-ran Daerah ini rnulai berlaku, maka Lampiran I huruf B Peraturan

Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

(Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun zOLl Nomor 3, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Ende Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah

ini dengan penempatannya dalarn Lembaran Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende

pada tanggal 29 Oktober 2OtB

^Bupntl
ENDII 

r-,

Diundangkan di Ende

pada tanggal 29 Oktober 2018

f 
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ENDE

I. UMUM

Dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan rnasyarakat yang semakin
baik harus dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan, upaya
kesehatan yang semulanya menitikberatkan kepada upaya penyembuhan
penderita secara berangsur-angsur berkembang kearah keterpaduan gpaya

kesehatan yang menyeluruh. Oleh karena itu kebijakan pembangunan kesehatan
yang menyangkut upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi harus
dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan oleh pemerintah dan
masyarakat.

Sejalan dengan amanat Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak
memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan
Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan
fasilitas pelayanan umum yang layak.

Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip
non diskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan yang sangat
penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan
ketahanan dan daya saing bangsa serta pembangunan nasional.

Rumah Sakit Umum Daerah Ende sebagai salah satu Lembaga Teknis
Daerah di bidang kesehatan secara langsung mendapat tantangan dan tugas berat
baik dari pemerintah maupun dari masyarakat dituntut untuk mampu
memberikan pelayanan dan perawatan kesehatan secara paripurna.

Untuk menjawab tantangan dimaksud akan berpengaruh pada
peningkatan kebutuhan anggaran kesehatan, sumber daya manusia, sarana dan
prasarana yang sesuai standar, salah satu yang akan ditempuh adalah melakukan
peninjauan ulang Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 21ll tentang
Retribusi Jasa Umum, khusus Lampiran I B (Retribusi Pelayanan Kesehatan pada
Rumah Sakit Umum Daerah Ende).



Dalam rangka tinjauan ulalg Perda Retribusi dimaksud di atas perlu

disadari bahwa penyesuaian biaya pelayanan kesehatan dan perawatan yang

bertujuan untuk

mendorong percepatan perbaikan mutu pelayanan sesuai standar agar Rumah

Sakit dapat menjalani fungsi sosialnya terutama bagi masyarakat serta rumah

sakit dapat tumbuh dan berkembang. Pengelolaan Rumah Sakit tentu akan

memerlukan pedoman operasional yang tidak sedikit, akan berkembang terus

sesuai kemajuan dan permintaan masyarakat yang selama ini pendanaan berasal

dari subsidi Pemerintah Daerah dan Pusat dan juga berasal dari masyarakat yang

dilayani dan dirawat di Rumah Sakit.

INA-CBG's merupakan sistem pengelompokan penyakit berdasarkan ciri

klinis yang sama dan sumberdaya yang digunakan dalam pengobatan.

Pengelompokan ini ditujukan untuk pembiayaan kesehatan pada penyelenggara

jaminan kesehatan sebagai pola pembayaran yang bersifat prospektif. INA-CBG's

yang ada sekarang lebih cocok untuk rumah sakit pemerintah karena variable yang

menjadi acuannya hanyalah biaya pengobatan serta biaya operasional. Sesuai

Pasal 37 dan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan

Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 28 Tahun 2OL6 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden

Nomor 12 Tahun 2Ol3 tentang Jaminan Kesehatan, bahwa besarnya pembayaran

kepada Fasilitas Kesehatan ditentukan berdasarkan kesepakataan BPJS dengan

Asosiasi fasilitas di wilayah tersebut dengan mengacu pada Standar Tarif yang

ditetapkan Meteri Kesehatan. Dalam hal tidak ada kesepakatan atas besaran

pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Presiden

Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2A16 tentang

Perubahan KetigaAtas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentangJaminan

Kesehatan, Menteri Kesehatan memutuskan besaran pembayaran atas program

Jaminan Kesehatan yang diberikan. Asosiasi Fasilitas Kesehatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013

tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentangJaminan Kesehatan, ditetapkan

oleh Menteri Kesehatan. Besaran Indonesian Case Based Groups (INA-CBG's)

ditinjau sekurang-kurangnya setiap 2 tahun sekali oleh Menteri Kesehatan setelah

berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

dibidang keuangan.

Berdasarkan INA-CBG's, tarif dibagi menjadi 5 (lima) regional dengan NTT,

Maluku Utara, Papua dan Papua Barat termasuk *:r""11 S 
frrnal. 

Tarif INA-CBG's



Penerapan INA-CBG's mengfuaruskan rumah sakit untuk melakukan

kendali mutu, kendali biaya dan akses melalui, pen5rusunan Clinicat Pathwag darr

perhitungan cost of care yang tentunya tidak dapat dilakukan apabila rumah sakit

tidak dapat menghitung unit cost. Serta rumah sakit juga dituntut untuk mampu

mengelisiensikan biaya dan mengoptimalkan pengelolaan keuangan.

Berdasarkan pertirnbangan tersebut diatas maka perlu membentuk

Peraturan Daeralr. tentang Tarif Pelayanan Kesehatan kelas III pada Rumah Sakit

Umum Daerah Ende.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasa1 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (a)

Yang dimaksud dengan "jenis pelayanan kesehatan yang belum

termasuk dalam obyek tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (21"

adalah obyek tarif yang tidak tercantum dalam tarif dengan sistem

INA-CBG's.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pihak Ketiga adalah Perusahaan Surasta yang

berbadan hukum, Badan Usaha MiUk Negara, Badan Usaha Milik
Daerah, 

$oRerasi, 
Yayasan, Lembaga dan Pihak lainnya yang berbadan

hul<txn{
I



Ayat (2)

Cukup jelas

Pasa] 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat {2)

Yang dimaksud dengan Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya adalah Tim

yang dibentuk untuk mengevaluasi kualitas pelayanan sehingga

menjamin pelayanan kesehatan sesuai dengan mutu yang memenuhi

standar dengan biaya yang efisien.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 4/t



NOMOR 4

BUPATI ENDE

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE

NOMOR 4 TAHUN 2018

TARIF PELAYANAN

RUMAH SAKIT

TENTANG

KESEHATAN KELAS III PADA

UMUM DAERAH ENDE

Menimbang .4.

b.

C.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE.

bahwa dengan ditetapkannya RSUD Ende sebagai BLUD

maka pendapatan RSUD Ende sebagai balas jasa atas

pelayanan kesehatan tidak lagi dikategori sebagai Retribusi

Daerah;

bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor

44 Tahun 2AOg tentang Rumah Sakit menyebutkan bahwa

besaran tarif kelas III Rumah Sakit yang dikelola oleh

Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

bahwa sesuai Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun

2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28

Tahun 2OLG tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Presiden Nomor 12 Tahun 2otg tentangJaminan Kesehatan,

BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada Fasilitas

Kesehatan Rujukan Tingkatan Lanjutan berdasarkan cara

Indonesia Case Based Groups (INA - CBG's);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas

III pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende;

d.

1. Pasal 18 ayat (61 UndaXg-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945f
Mengingat



2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Da1am Wilayah

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1958 Nomor L22, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang Rumah

Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5072l;'

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2A* Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor I Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A14 tentang

Pemerjntahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2413 tentang

Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 29lr sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28

Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Presiden Nomor t2 Tahun 2OL3 tentang Jaminan

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 62);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015

tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016

tentang Standar Tarif Peiayanan Kesehatan Dalam

Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peratrrran Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan

Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

(Berita Nesara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442/

3.

4.

6.

7.

5.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE

dan

BUPATI ENDE

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF PELAYANAN
KESEHATAN KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH ENDE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Da-lam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.

3. Bupati adalah Bupati Ende

4. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Ende selanjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende.

5. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan
peiayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayarran
rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat.

6. Rumah Sakit Umum Daerah Ende yang selanjutnya disingkat RSUD Ende adalah
Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Ende.

7. Direktur RSUD adalah Direktur Rumah sakit umum Daerah Ende.

8. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap
Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.

9. Tarif Pelayanan Kesehatan adaiah pungutan yang dibebankan kepada subyek
tarif sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah
Sakit.

10. Indonesia Case Based Groups yang selanjutnya disebut INA-CBG's adalah sistem
pengelompokan penyakit berdasarkan ciri klinis yang sama dan sumber daya
yang digunakan dalam pengobatan.

11. Tarif Indonesia Case Based Groups yang selanjutnya disebut tarif INA-CBG's
adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas
Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan
kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur.

12. B.adan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang seianjutnya disingkat
BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk
menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

13. Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III adalah besaran biayayang harus dibayar oleh
pengguna jasa pelayanan kesehatan kelas III, digunakan dalam kegiatan
peiayanan kesehatan yqng dibebag|<an kepada subyek tarif sebagai imbalan atas
jasa pelayanan yang ditenmanya/



14. Penjamin adalah instansi/lembaga/Badan Hukumlseseorang sebagai

penanggungjawab atas tarif pelayanan kesehatan terhadap seseorang yang

menggunakan / mendapatkan pelayanan Rumah Sakit.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengaturan pelayanan kesehatan di RSUD Ende untuk menjamin mutu dan

aksesibilitas serta keberlangsungan penyelenggaraan kesehatan sesuai standar yang

ditetapkan agar masyarakat, pemberi pelayanan dan pengelola RSUD Ende dapat

terlindungi dengan baik.

Pasal 3

Trrjuan pengaturan pelayanan kesehatan dalam Peraturan Daerah ini adalah :

a. terwujudnya masyarakat di daerah yang sehat dan produktif secara sosial dan

ekonomi;

b. memberikan landasan hukum dan transparansi atas tarif layanan kesehatan

kepada masyarakat;

c. meningkatkan pengembangan dan mutu pelayanan kepada masyarakat;

BAB III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 4

(1) Nama Tarif adalah tarif pelayanan kesehatan kelas III.

(2) Obyek Tarif pelayanan kesehatan Kelas III adalah obyek tarif sebagaimana

ditetapkan Menteri Kesehatan sesuai Sistem tarif INA-CBG's.

(3) Subyek tarif adalah orang perorallgan atau pihak penjamin yang menggunakan

atau memberikan jaminan pelayanan kesehatan kelas III.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 5

(1) Pembiayaan pelayanan kesehatan ditanggung bersama oleh Pemerintah,

Pemerintah Daerah, Perorangan penerima layanan dan/atau penjamin

(2) Besarnya biaya pelayanan Kesehatan Kelas III bagi peserta dengan jaminan
kesehatan sebesar Tarif Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri

Kesehatan dengan Sistem tarif INA-CBG's.

(3) Dalam hal terjadi perubahan tarif dengan sistem INA-CBG's sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan Menteri

dengan sistem INA-CBG's baru yang dite
, menyesuaikan dengan tarif
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obyek tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (21 bagi Penerima Bantuan Iuran
(PBI) dibebankan pada APBD Kabupaten pada Tahun Anggaran berjalan.

(5) Bagi pasien yang belum menjadi peserta dengan jaminan kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2J diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 6

(1) Dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, RSUD dapat
melakukan kerjasama dengan pihak ketiga termasuk pihak penjamin sesuai
dengan ketentuan peraturarl perundang-undangan yang berlaku.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang kerjasama dengan pihak penjamin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Perjanjian/Kontrak yang dilaksanakan oleh
Direktur dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGURANGAN DAN KERINGANAN BIAYA

Pasal 7

(1) Keringanan atau pengurangan biaya pelayanan kesehatan yang menggunakan
Surat Keterangan Tidak Mampu dan/atau pasien terlantar dapat diberikan oleh
Bupati atas pertimbangan Tim kendali mutu dan kendali biaya

(2) Tim kendali mutu dan kendali biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai
oleh pejabat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ende.

(3) Tim kendali mutu dan kendali biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (21

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Biaya jasa pelayanan terhadap pasien yang tidak mampu yang diberikan

keringanan atau pengurangan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat keanggotaan, fugas, jangka waktu
keanggotaan tim kendaii mutu dan kendali biaya sebagaimana dimaksud. pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB \rII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1) Pembinaan dan pengawasan RSUD dilakukan oleh Bupati yang secara teknis
dilakukan oleh Dewan Pengawas.

(2) Sifat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat peranane 
/I



(3) Dewaa Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dapat ditetapkan oleh

Bupati bila Rumah Sakit telah memiliki :

a. Nilai aset menurut neraca, paling sedikit Rp 75.000.000.000,- ( ttuh puluh

lima miliar);

b. Realisasi nilai amzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun

Terakhir paling sedikit Rp 15.OOO.OOO.OOO,- {linaa belas rniliar}.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peratu-ran Daerah ini rnulai berlaku, maka Lampiran I huruf B Peraturan

Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

(Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun zOLl Nomor 3, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Ende Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah

ini dengan penempatannya dalarn Lembaran Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende

pada tanggal 29 Oktober 2OtB

^Bupntl
ENDII 

r-,

Diundangkan di Ende

pada tanggal 29 Oktober 2018

f 
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ENDE

I. UMUM

Dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan rnasyarakat yang semakin
baik harus dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan, upaya
kesehatan yang semulanya menitikberatkan kepada upaya penyembuhan
penderita secara berangsur-angsur berkembang kearah keterpaduan gpaya

kesehatan yang menyeluruh. Oleh karena itu kebijakan pembangunan kesehatan
yang menyangkut upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi harus
dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan oleh pemerintah dan
masyarakat.

Sejalan dengan amanat Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak
memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan
Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan
fasilitas pelayanan umum yang layak.

Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip
non diskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan yang sangat
penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan
ketahanan dan daya saing bangsa serta pembangunan nasional.

Rumah Sakit Umum Daerah Ende sebagai salah satu Lembaga Teknis
Daerah di bidang kesehatan secara langsung mendapat tantangan dan tugas berat
baik dari pemerintah maupun dari masyarakat dituntut untuk mampu
memberikan pelayanan dan perawatan kesehatan secara paripurna.

Untuk menjawab tantangan dimaksud akan berpengaruh pada
peningkatan kebutuhan anggaran kesehatan, sumber daya manusia, sarana dan
prasarana yang sesuai standar, salah satu yang akan ditempuh adalah melakukan
peninjauan ulang Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 21ll tentang
Retribusi Jasa Umum, khusus Lampiran I B (Retribusi Pelayanan Kesehatan pada
Rumah Sakit Umum Daerah Ende).



Dalam rangka tinjauan ulalg Perda Retribusi dimaksud di atas perlu

disadari bahwa penyesuaian biaya pelayanan kesehatan dan perawatan yang

bertujuan untuk

mendorong percepatan perbaikan mutu pelayanan sesuai standar agar Rumah

Sakit dapat menjalani fungsi sosialnya terutama bagi masyarakat serta rumah

sakit dapat tumbuh dan berkembang. Pengelolaan Rumah Sakit tentu akan

memerlukan pedoman operasional yang tidak sedikit, akan berkembang terus

sesuai kemajuan dan permintaan masyarakat yang selama ini pendanaan berasal

dari subsidi Pemerintah Daerah dan Pusat dan juga berasal dari masyarakat yang

dilayani dan dirawat di Rumah Sakit.

INA-CBG's merupakan sistem pengelompokan penyakit berdasarkan ciri

klinis yang sama dan sumberdaya yang digunakan dalam pengobatan.

Pengelompokan ini ditujukan untuk pembiayaan kesehatan pada penyelenggara

jaminan kesehatan sebagai pola pembayaran yang bersifat prospektif. INA-CBG's

yang ada sekarang lebih cocok untuk rumah sakit pemerintah karena variable yang

menjadi acuannya hanyalah biaya pengobatan serta biaya operasional. Sesuai

Pasal 37 dan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan

Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 28 Tahun 2OL6 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden

Nomor 12 Tahun 2Ol3 tentang Jaminan Kesehatan, bahwa besarnya pembayaran

kepada Fasilitas Kesehatan ditentukan berdasarkan kesepakataan BPJS dengan

Asosiasi fasilitas di wilayah tersebut dengan mengacu pada Standar Tarif yang

ditetapkan Meteri Kesehatan. Dalam hal tidak ada kesepakatan atas besaran

pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Presiden

Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2A16 tentang

Perubahan KetigaAtas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentangJaminan

Kesehatan, Menteri Kesehatan memutuskan besaran pembayaran atas program

Jaminan Kesehatan yang diberikan. Asosiasi Fasilitas Kesehatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013

tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentangJaminan Kesehatan, ditetapkan

oleh Menteri Kesehatan. Besaran Indonesian Case Based Groups (INA-CBG's)

ditinjau sekurang-kurangnya setiap 2 tahun sekali oleh Menteri Kesehatan setelah

berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

dibidang keuangan.

Berdasarkan INA-CBG's, tarif dibagi menjadi 5 (lima) regional dengan NTT,

Maluku Utara, Papua dan Papua Barat termasuk *:r""11 S 
frrnal. 

Tarif INA-CBG's



Penerapan INA-CBG's mengfuaruskan rumah sakit untuk melakukan

kendali mutu, kendali biaya dan akses melalui, pen5rusunan Clinicat Pathwag darr

perhitungan cost of care yang tentunya tidak dapat dilakukan apabila rumah sakit

tidak dapat menghitung unit cost. Serta rumah sakit juga dituntut untuk mampu

mengelisiensikan biaya dan mengoptimalkan pengelolaan keuangan.

Berdasarkan pertirnbangan tersebut diatas maka perlu membentuk

Peraturan Daeralr. tentang Tarif Pelayanan Kesehatan kelas III pada Rumah Sakit

Umum Daerah Ende.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasa1 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (a)

Yang dimaksud dengan "jenis pelayanan kesehatan yang belum

termasuk dalam obyek tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (21"

adalah obyek tarif yang tidak tercantum dalam tarif dengan sistem

INA-CBG's.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pihak Ketiga adalah Perusahaan Surasta yang

berbadan hukum, Badan Usaha MiUk Negara, Badan Usaha Milik
Daerah, 

$oRerasi, 
Yayasan, Lembaga dan Pihak lainnya yang berbadan

hul<txn{
I



Ayat (2)

Cukup jelas

Pasa] 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat {2)

Yang dimaksud dengan Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya adalah Tim

yang dibentuk untuk mengevaluasi kualitas pelayanan sehingga

menjamin pelayanan kesehatan sesuai dengan mutu yang memenuhi

standar dengan biaya yang efisien.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 4/t



2. Undang―Undang Nomor 69 Tahm  1958 tentang

Pcl■bentukan Daerah… daerah Tingkat H Dalam WiL騎「ah

Daerah―daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

Nusa Tenggara Timur(Lembararl Negara Republik lndonesia

Tah■ln 1958 Nomor 122, Tambahtt Lembaran Negara

Republik lndonesia Norrlor 1655〕 ;

Undang―Undarlg NorF10r 44 Tahun 2009 tentang Rurrlah

Sakit(Lembaran Negtta Republik lndonesia Tahun 2009

Nolmor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndOFleSia Nomor 5072);

Vndang―UndaFlg  Norrlor  23  Tahun  2014  tentang

PcHledntahan  Daerah (Lembaran  Negara  Republik

lndonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 5587)sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang―Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tenmg PerLLbahan Kedua Atas

UndaFlg_Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang

PerFlerlntahan  Daerah  lLeIIlbararl  Ncgara  Repubttk

lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 5679);

Peraman Presiden Nonlor 12 Tahm  2013  tentang

Jan重nan Keschatan(Lembttan Negara Repub五 k lndonesia

Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah

beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28

Tahun 2016 tentang PerLlbahan Ketiga Atas Peratwan

Presiden Nomor 12  Tahun  2013 tentang Jar― an

Keschatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2016 NoJmor 62);

Peraturan Mente五  Keschatan Nomor 85 Tahun 2015

tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sd巨 t{Be五ta Negara

Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 9);

Peraturarl Mente五  Keschatan Nomor 52 Tahun 2016

tentang Standar Tarif Pelayanan Keschatan Dalam

penyelenggaraan Progr―  JaminaFI Kesehattn 〔Berita

Negara Repubttk lndonesia Tahun 2016 Nomor 1601)

sebagalmana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

PeraturaFI Menteri Kescha加暉 Nolmor 6 Tahun 2018 tentang

Perubahan Ketiga Att Peraman Mente五 Keschatan Nomor

52 Tahun 2016 tentang Smdar Tarif Pelayanan Keschatan

肌 NW蹴胤通鷺誂ぷ篇N篤蹴麒

3.

4.

6。

7.

5。



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE

dan

BUPATI ENDE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan   :    PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF PELAYANAN
KESEHATAN KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH ENDE.

BAB I

KrrE脚 劇N UMUM

Pasal l

DalaFn Peraturan Daerah ini yang dilnaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Ende.

2.Pemerlntah Dacrah adalall Pemerintah Kabupaten Ende.

3. Bupati adalah Bupati Ende

4.Dewarl Perwakilarl Reat Daerah Kabupattn Ende selan」 utnya disinJ崚lt DPRD

addah Dewan Perwakil蝕 Rtat Daerah勲 恥 paten Ende。
5。  R― ah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang IIlenyelen…
pelayman keschatan perorarlgan secara panpurna yang menyediakan pelayanan

rawat inap,rawatjalan,dan rawat da― at.

6。 Rumah Sakit Umum Daerah Ende yang sehttutnya disingkat RSUD Ende adalah

Rumah Sakit Um― Inilik Pemerln面 Kabupaten Ende.
7. Direktur RSUD adalah Direktur Rurrlah Saltit UIn■ lllFI Daerah Ende.

8.Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas inelakukan pengawasan terhadap

Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.

9.Tarif Pelayanan Keschatan addah pungutan yang ttbebankan kepada s■lbyek

tarif sebagai imbalan atasjasa pelayarlarl keschatan yang diberikan olch Rumah

Sakit.

10.Indonesia Case Based Oroups yang settumya disebutINA― CBGも alalah sistem
pengelompokan penyakit berdasarkan ci五 klinis yang sama darl sumber daya

yang digunakan dalarn pengobatan.

11.Tarif lndonesia Case Based Groups yang selanJutnya disebut tarif INA― CBG's
adalah besaran pembayaran klai=肛  oleh BPJS Keschatan kepada FasJitas

KeschaねnR輔 ukan Tingkatレ哩iutan atas paket layanan ttng didasarkan
kcpada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur.

12.Badall Penyelenggara」 arninan Sosial Keschatan yang selttutnya disingkat

BPJS Kesehatan adalah badan huk―  pubhk yang dibenmk untuk
menyeienggarakan progranl Janunan Keschatan.

13.TttfPelayanan Keschatan Kelas HI adalah besaraFl biayayang h劉 にls dibayar olch

pengguna jasa pelayanan kescham kelas III, digunakan dalam kegiatan

jlll『1鰤                 kepada subyek tarif sebagaiimbalan atas



14. Penjamin adalah instansi/lembaga/Badan Hukum/seseorang sebagai

penanggungjawab atas tarif pelayanan kesehatan terhadap seseorang yang

menggunakan/mendapatkan pelayanan Rumah Sakit.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengaturan pelayanan kesehatan di RSUD Ende untuk menjamin mutu dan

aksesibilitas serta keberlangsungan penyelenggaraan kesehatan sesuai standar yang

ditetapkan agar masyarakat, pemberi pelayanan dan pengelola RSUD Ende dapat

terlindungi dengan baik.

Pasal 3

Tujuan pengaturan pelayanan kesehatan dalam Peraturan Daerah ini adalah :

a. terwujudnya masyarakat di daerah yang sehat dan produktif secara sosial dan

ekonomi;

b. memberikan landasan hukum dan transparansi atas tarif layanan kesehatan

kepada masyarakat;

c. meningkatkan pengembangan dan mutu pelayanan kepada masyarakat;

BAB m

NAMA,OBIYEK DAN SUBYEK

Pasa1 4

(1)Nttma Tarif adalah tarif pelayanarl keschatan kelas HI.

(2)Obyek Tarif pelayanan kescham Kelas IH adalah obyck tarif sebagaimana

ditetapkan Menteri Keschatan sesua■ Siste=ltarif INA― CBGも .

(3)Subyekね rif adalah orang perorarlgan atau pihak pettamin yang men摂 昇nakan

atau IIlembedkanjaninan pclayanan keschatan kelas Hl.

BAts TV

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 5

(1) Pembiayaan pelayanan kesehatan ditanggung bersama oleh Pemerintah,

Pemerintah Daerah, Perorangan penerima layanan dan/atau penjamin
(2) Besarnya biaya pelayanan Kesehatan Kelas III bagi peserta dengan jaminan

kesehatan sebesar Tarif Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri

Kesehatan dengan Sistem tarif INA-CBG's.

(3) Dalarn hal terjadi perubahan tarif dengan sistem INA-CtsG's sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan Menteri Kesehffan, menyesuaikan dengan tarif
dengan sistem INA-CBG's baru yang ditetapkan[rI
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ob1'ek tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2]bagi Penerima Bantuan Iuran
(PBI) dibebankan pada APBD Kabupaten pada Tahun Anggaran berjalan.

(5) Bagi pasien yang belum menjadi peserta dengan jaminan kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2J diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Btt V

KERJASAMA DENGAN PIHAK ttIGA

Pasa1 6

(1)Dalam rarlgka uptta peningkatan pelayanan kepada masyarakat,RSUD dapat

nlelakukan kettaSarna dengan pihak ketiga te■ ...asuk pihak pel崎 arnin Sesuai

dengan ketentuan peratural■ pemndang―undangan yang berlaku.

(2)Ketentuan lebih lattut tentang kettaSama dengan pihak pettamin sebagaimana

dimaksud pada ayat(1〕 dengan Surat pe増鋼 ian/Kontrak yang dilaksanakan olch

Dircktur dengan pihak ketiga sesuai dengan kettnman peraturan pemndang―

undangan yang berlaku。

BAB VI

PENGURANGAN DAN KERINGANAN tsIAYA

Pasal 7

(1) Keringanan atau pengurangan biaya pelayanan kesehatan yang menggunakan
Surat Keterangan Tidak Mampu dan/atau pasien terlantar dapat diberikan oleh
Bupati atas pertirnbangan Tim kendali mutu dan kendali biaya

(2) Tim kendali mutu dan kendali biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai
oleh pejabat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ende.

(3)Tim kendali nrutu dan kendali biaya sebagaimana dimaksud pada ayat fLZl

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Biaya jasa pelayanan terhadap pasien yang tidak mampu yang diberikan

keringanan atau pengurangan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} dibebankan pada APBD.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat keanggotaan, tugas, jangka waktu
keanggotaan tim kendali mutu dan kendali biaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VH

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasa1 8

(1)Pembinaan dan penga、 アasan RSUD dilakukan olch Bupati yang secara teknis

dilakukan olch Dewan Pengawas.

(2)Sifat Dewan PengawaS SCbagaimana dirnaksud pada ayat(1)berSifat permanen/



131 Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan oieh

Bupati bila Rumah Sakit telah memiliki :

a. Nilai aset menurut neraca, paling sedikit Rp 75.000.000.000,- ( tujuh puluh

lima miliar);

b. Realisasi niiai omzet tahunan menurut iaporan realisasi anggaran tahun

Terakhir paling sedikit Rp 15.000.000.000,- (iima belas miliar).

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Lampiran I huruf B Peraturan

Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2Ol1 tentang Retribusi Jasa Umum

(Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2O1l Nomor 3, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Ende Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah

ini dengan penempatannya daiam Lembaran Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende

pada ttngga1 29 0ktober 2018

rdeupnrl ENDF.'.*/

Diundangkan di Ende

pada加腱gga1 29 0ktober 2018

LEMBARAN D KABUPATEN ENDE TAHUN 2018 NOMOR 4

ENDE PROVINSI NUSA

MARSELINUS

|ヽ
EKREttRIS DAERAH ttBUttTEN ENDE′ ´響



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ENDE

I.UMUM

Dalam upaya me―Judkan dera」 at keschatan IIlasyaraknt yallg semakin

baik harus dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkesinarnbungan,upaya

kesehatan yang semulanya menitikberatkan kepada upaya penyembuhan

pende五ta secara berangsur― angsur berkel■bang kearah ketctrpaduan upaya

kesehatan yang inenyel― .olch karena itu kebttakan pembangunan keseha如

yang menyangkut upaya prOmotit preVentit kuratif dan rehabilitasi harus

dilaksarlakan secara terpadu dan berkesinalnbungar1 01ch PcrFle五ntah dan
masyarakat.

Sttalan dengan amanat Pasa1 28 H ayat(1)Undang― Undarlg Dasar Negara

Republik lndonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa'setiap Orang berhak

memperoleh pelayanarl keschatan,kemudian dalarn Pasa1 34 ayat(3)dinyatakan

Negara bertan_giaWab atas penyediaan fasitttas pelayttan kesch由  dan
fasilitas pelayanan_■lm yang layak.

01ch karena im,setiap keglatan dan upaya untuk rrleningkatkan deraJat

keschatan masyarakat yang setinggi― tingttnya dilaksanakan berdasarkan p五 nsip

non diskrilrllinatit partisipatitt perlindungan dan berkel輌 utan yang sangat
penting artinya bagi pelnbentukan sLunber daya lnanusia IIldOnesia,pemmgkam

ketahanan dan daya saing bangsa se■a pembangunan nasional.

Rumah Sakit Umum Daerah Ende sebaga■ salah satu Lelnbaga Teknis

Daerah di bidang kesehatan secara langsung IIlendapat tantangan dan mgas berat

baik dari peIIle通 ntah maupun dari masyarakat ditun■ lt Llntt mampu
mCrFlbe五 kan pelayanarl darl perawatan keschatarl secnra pampurna.

Untuk  menJawab  tantangan  dilnaksud  akan  berpengaruh  pada

peningkatan kebutuhan an盤 額an keschatan,s■ lmber daya lnanusia,saraFla dan

prasarana yang sesuai standar,salah satu yang akan ditempuh adalah lFlelakukan

penittauan ulang Pcraturarl Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 201l tenmg

Retribusi Jasa Umum,khusus LampirarlI B(Retribusi Pelayanarl Keschatarl pada

Rumtt Sakit Umum Dacrah Endel.



Dal― rarl彙 歯可auarl dang Perda Rel五 busi dinaksud di atas perlu

disadari bahwa penyesuaian bitta pelayanan keschatan dan perawataFl yang

bettuarl untuk

mendorong percepatan perbaikan mutu pelεげanan sesuai standar agar Rumah

Sakit dapat mettalarli ingsi sosinya terLltama bagi masyarakat serta mah

salcit dapat tuinbuh dan berkembango Pengelolaan Rumah Sakit tentu akan

memerlukan pedoman operasional yang tidak sedikit, akan berkembang terLLS

sesuai kemttuan dan perFnintaan masvarakat yang selarna ini perldanaan berasal

dari subsidi Pemenntah Daerah dan Pusat danjuga berasal darittnwaF〔 逮at yang

d二等だ通■i dan dirawat di Rumah Sakit.

INA―CBG's merLlpakan sistem pengelompokan penyakit berdasarkall ciri

klinis yang sarrla dan sumberdaya yang digunakan dalarrl pengObatan.

Pengelompokan lrll di趨 巧ukan untuk pclnbiayaan keschatt pada penyelenggara

jaFrlinan keschatan sebaga■ pola pernb鋼ァιピ劉n yang bersifat prOspekti■ INA―CBGも

yang ada sekarangicbih cocok unttk rtlmah sakit peme五 ntah karena va五 able yang

mettadi acuaFInya hanyalah biaya pengobatan serta biaya operasionalo Sesuai

Pasa1 37 dan Pasa1 39 Peraturan Prcsiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jamlnan

Keschatan sebagailnana telah diubah beberapa kali terakhむ dengan Pcraman

Presidcn NoFnOr 28 Tahun 2016 tenttg Pertlbahan Ketiga AttLS Peraturan Presiden

Nomor 12 Tahun 2013 tenttg Janlinan Keschatan,bahwa besarnya pembayaran

kepada Fasilitas Keschatan ditentukan berdasarkan kesepakataan BPJS dengan

Asosiasi fasilitas di wilayah tersebut dengan mengacu pada Stttndar Ta覇 F yang

ditetapkan Mete五 Keschatano Dalarn hal tidak ada kesepakatan atas besaran

pembayaran sebagaimana dimaksud dalarrl Pasa1 37 ayat(1)Peraturan Presiden

Nomor 12 Tahun 2013 tentang」 arnman Keschatan sebaga■mana telah diubah

beberapa kaliternir dengan Peraman Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang

Pembaharl KetlgaAtas Pcraturan Presiden Norrlor 12 Tahun 2013 tenttng」 aminan

Keschatan,Mente五 Keschaねn lmemutuskan besararl pembayaran atas program

Jaminan Keschatan yang dibe面 上an.AsosiasI Fasilitas Kesehatarl sebagamana

dilrrlaksud dalarn Pasa1 37 ayat(2),Peraman Presiden Nomor 12 Tahun 2013

tentang JaFninan Keschatan sebagailnana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tenmg Pcmbahan Kctiga Atas

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentangJaminan Keschatan,ditetapkan

oleh Menteri Kesehatan.Besaran lndonesiarl Case Based Groups(INA― CBGも〕

dithlau sehュ rarlg―kurarlgnya setiap 2加 thun sekali oleh Menteri Kesё hatan setelah

berkoordinasi dengan Mente五 yang menyelcnggara_kan urtlsarl pemerintahan

dibidang keuangan.

Berdasarkan INA-CBG's, tarif dibagi menjadi 5 (lima) regional dengan NTT,

Maluku Utara,Papua dan hpua B鉗 威
TTaSukК チ

n゙15ノ m→ .hrINA― CBGも



Penerapan INA-CBG's mengharuskan rumah sakit untuk melakukan

kendali mutu, kendali biaya dan akses melalui, pen5rusunan Clinical Pathuag dan
perhitungan cost of care yang tentunya tidak dapat dilakukan apabiia rumah sakit

tidak dapat menghitung unit cost. Serta rumah sakit juga dituntut untuk mampu

mengefisiensikan biaya dan mengoptimalkan pengelolaan keuangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perlu membentuk

Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan kelas III pada Rumah Sakit

Umum Daerah Ende.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (a)

Yang dimaksud dengan "jenis pelayanan kesehatan yang belum

termasuk dalam obyek tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)"

adalah obyek tarif yang tidak tercantum dalam tarif dengan sistem

INA-CBG's.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pihak Ketiga adalah Perusahaan Surasta yang

berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik
Daerah, 

$oRerasi, 
Yayasan, Lembaga dan Pihak lainnya yang berbadan

huktmI
I



Ayat(2)

Cukup jelas

Pasa1 7

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat(2)

Yang dilnaksud dengan Tiln Kcndali Mutu dan Kcndali Biava adalah Tirn

yang dibentuk untuk mengevaluasi kualitas pelayanan schingga

mCttamin pelayanan kesehatan scsuai dengan mutu yang memenuhi

standar dengan biεり「a yang eflsien.

村 at(3)

Cukup jelas

Ayat(4)

Cukup jclas

Ayat(5)

Cukup jelas

Pasa1 8

Cukup jelas

Pasa1 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 4/
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